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BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI DOMPU,

. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan

keuangan dalam rangka meningkatkan kesesuaian laporan
keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar
entitas, perlu dilakukan penyesuaian pedoman dalam
penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah

daerah;

. bahwa Peraturan Bupati Dompu Nomor 56 Tahun 2022

tentang Kebijakan Akuntansi sudah tidak sesuai dengan

kebutuhan pengaturan sehingga perlu dilakukan penataan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Dompu Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kebijakan

Akuntansi;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I[I Dalam Wilayah




Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



Menetapkan

10.

11.

12,

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor  1425)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, @ Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 08 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2023 Nomor
08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu
Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 56
TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal I

Ketentuan BAB XI, BAB XII, BAB XVI dan BAB XVII dalam

Lampiran Peraturan Bupati Dompu Nomor 56 Tahun 2022
(Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022 Nomor 379)

diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam



Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini:

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 2024

BUPATI DOMPU,

Diundangkan di Dompu

pada tanggal

2024

SEKRETARIS DAERAH,




LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KEDUA  ATAS
PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 56
TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI

BAB XI
KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

1. Definisi

a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat

ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial,
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat.

. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang memiliki karakteristik

dapat segera diperjual belikan/ dicairkan dalam waktu 3 bulan
sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya
digunakan untuk tujuan manajemen kas, dimana pemerintah daerah
dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas.

Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

. Investasi jangka panjang adalah investasi yang pencairannya memiliki

jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

. Investasi Jangka Panjang Non permanen adalah investasi jangka

panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan
atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali antara lain
meliputi pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya
oleh pemerintah daerah, penanaman modal dalam proyek
pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang
disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti
bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat,

dan investasi non permanen lainnya.

. Investasi Jangka Panjang Permanen adalah investasi jangka panjang

yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak

untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali antara lain Penyertaan
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Modal pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan
badan usaha lainnya yang bukan milik negara serta Investasi
permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan

pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah
daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh
pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum

digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
2. Klasifikasi
Investasi diklasifikasikan menjadi:
a. Investasi Jangka Pendek
1) Investasi dalam saham
2) Investasi dalam deposito
3) Investasi dalam SUN
4) Investasi dalam SBI
5) Investasi dalam SPN
6) Investasi Jangka Pendek BLUD
b. Investasi Jangka Panjang
1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen
a) Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
b) Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
c) Investasi dalam Obligasi
d) Investasi dalam Proyek Pembangunan
e) Dana Bergulir
2) Investasi Jangka Panjang Permanen
a) Penyertaan Modal
b) Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah
3. Pengakuan Investasi

Investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi Kkriteria

sebagai berikut:



a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa
potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut

dapat diperoleh pemerintah daerah.

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara

memadai (reliable).

Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi jangka pendek dan jangka

panjang dianggarkan melalui pengeluaran pembiayaan.

Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal dalam bentuk Barang
Milik Daerah diakui setelah ada Berita Acara Serah Terima Barang yang
ditandatangani oleh Pengelola Barang dengan Pihak BUMD sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal terkait. Tata
cara dan teknis pelaksanaan Penyertaan Modal dalam bentuk Barang
Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
. Pengukuran Investasi

Untuk beberapa jenis investasi terdapat pasar aktif yang dapat
membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar
dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk
investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai
nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya
saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya
meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi
perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam

rangka perolehan tersebut.

b. Investasi dalam bentuk surat berharga yang diperoleh tanpa biaya
perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi
pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak
terdapat nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar

aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

c. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam
bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito

tersebut.



. Investasi jangka panjang vyang bersifat permanen, misalnya

penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya
perolehannya yang meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya

lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen, misalnya

penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk Barang Milik
Daerah, dicatat sebesar nilai wajar Barang Milik Daerah dan biaya
lain yang terkait yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal terkait dan didukung dengan Berita Acara Serah
Terima dari Pengelola Barang Daerah kepada BUMD terkait.

Investasi non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka
panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki

berkelanjutan dinilai sebesar nilai perolehannya.

. Investasinon permanen  yang dimaksudkan untuk

penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih

yang dapat direalisasikan.

. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di

proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya
pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan
dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek

sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Investasi jangka panjang yang diperoleh dari pertukaran aset
pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah
daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi

tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing
yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan

nilai kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

. Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode

yaitu:

a. Metode biaya

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai

investasi berdasarkan harga perolehan.



1) Metode biaya digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah

daerah kurang dari 20%.

2) Investasi dicatat sebesar biaya perolehan.

. Metode ekuitas

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai
investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut
kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas
kekayaan bersih/ ekuitas dari badan usaha penerima investasi

(investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

1) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah
20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi
memiliki pengaruh yang signifikan, atau kepemilikan lebih dari

50% menggunakan metode ekuitas.

2) Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau
dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah
tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk
saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi

pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

3) Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk
mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya
adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta

revaluasi aset tetap.

4) Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan
ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah
setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai
pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan

menambah nilai investasi pemerintah.

5) Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai
piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah. Dividen
tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi
piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat
sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi

anggaran.



6) Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat
perubahan ekuitas badan usaha penerima investasi (investee),
misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta
asing serta revaluasi aset tetap. Dampak penyesuaian tersebut
akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas

pemerintah.

Penggunaan metode akuntansi investasi didasarkan pada Kkriteria

berikut:
1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

2) Kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang
dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan

metode ekuitas;

3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan
saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan
metode akuntansi investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah
tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap

badan usaha penerima investasi (investee).

Ciri-ciri adanya pengaruh signifikan atau pengendalian pada badan

usaha penerima investasi (investee), antara lain:
1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2) Kemampuan untuk menunjuk atau mengganti direksi;

3) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat

umum pemegang saham (RUPS).
. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang direalisasikan digunakan jika kepemilikan
investasi pemerintah bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang
dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang

akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar
nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu

harga perolehan dana bergulir dikurangi penerimaan pelunasan dana

10




bergulir pada tahun yang bersangkutan dikurangi perkiraan dana

bergulir diragukan tertagih.

Mekanisme pengelolaan dana bergulir dapat dilakukan dengan

beberapa cara yaitu:

1)

2)

3)

Dana bergulir dikelola sendiri/langsung adalah mekanisme
penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri oleh pemerintah
daerah melalui SKPD Teknis yang ditunjuk mulai dari proses
menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan
dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko

ketidaktertagihan dana bergulir.

Dana bergulir dengan executing agency adalah mekanisme
penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank,
lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan
lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab
untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir,
menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta
menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai
perjanjian.

Dana bergulir dengan chanelling agency adalah mekanisme
penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank,
lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan
lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab

hanya untuk dana bergulir.

Kualitas dana bergulir adalah perkiraan atas ketertagihan dana

bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan atau upaya

tagih pemerintahan daerah kepada debitur.

Kualitas dana bergulir diklasifikasikan sebagai berikut:

No. Kualitas Dana Persentase Dana Bergulir Diragukan
Bergulir Tertagih
1 Lancar 0,5% (nol koma lima persen)
2 | Kurang Lancar 10% (sepuluh persen)
3 Diragukan 50% (lima puluh persen)
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Macet

100% (seratus persen)

Penilaian kualitas dana

bergulir yang dikelola sendiri oleh

Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kondisi sebagai berikut:

No.

Kualitas Dana

Bergulir

Keterangan

Lancar

.Umur dana bergulir sampai

dengan 1 tahun, dan/atau

.Masih dalam tenggang waktu

jatuh tempo, dan/atau

. Penerima dana bergulir

menyetujui hasil pemeriksaan,

dan/atau

.Penerima dana bergulir kooperatif.

Kurang Lancar

. Umur dana bergulir 1 sampai

dengan 3 tahun, dan/atau

. Penerima dana bergulir dalam

jangka waktu 1 bulan terhitung
sejak Surat Tagihan Pertama
belum melakukan pelunasan,

dan/atau

. Penerima dana bergulir kurang

kooperatif dalam pemeriksaan,

dan/atau

. Penerima dana bergulir

menyetujui

sebagian hasil pemeriksaan
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No.

Kualitas Dana

Bergulir

Keterangan

Diragukan

a. Umur dana bergulir lebih dari
3 sampai dengan S tahun,

dan/atau

b.Penerima dana bergulir dalam
jangka waktu 1 bulan terhitung
sejak Surat Tagihan Kedua belum

melakukan pelunasan, dan/atau

c. Penerima dana Dbergulir tidak
kooperatif @ dalam pemeriksaan

dan/atau

d. Penerima dana bergulir tidak
menyetujui seluruh hasil

pemeriksaan

Macet

a.Umur dana bergulir lebih dari 5

tahun, dan/atau

b. Penerima dana bergulir dalam jangka
waktu 1 bulan terhitung sejak Surat
Tagihan  Ketiga belum melakukan

pelunasan, dan/atau

c. Penerima dana Dbergulir tidak
diketahui keberadaannya,

dan/atau

d. Penerima dana bergulir mengalami
kesulitan, bangkrut/ dan/atau

meninggal dunia, dan/ atau

e. Penerima dana bergulir mengalami

musibah (force majeur)

Penilaian kualitas dana bergulir yang dikelola dengan

executing agency dilakukan berdasarkan kondisi sebagai

berikut
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No.

Kualitas Dana

Bergulir

Keterangan

Lancar

a. Lembaga keuangan bank,

lembaga  keuangan bukan
bank, koperasi, modal ventura
dan lembaga keuangan

lainnya menyetorkan
pengembalian dana bergulir]
sesuai dengan perjanjian dengan

pemerintah daerah, dan/atau

. Masih dalam tenggang waktu

jatuh tempo

Macet

. Lembaga keuangan bank,

lembaga keuangan bukan bank,
koperasi, modal ventura dan
Lembaga keuangan lainya dalam

jangka waktu

tertentu sesuai dengan perjanjian
tidak melakukan pelunasan,

dan/atau

. Lembaga keuangan bank, lembagal

keuangan bukan bank, koperasi,
modal ventura dan lembaga
keuangan lainnya tidak diketahui

keberadaannya, dan/ atau

. Lembaga keuangan bank,

Lembaga keuangan bukan bank,
koperasi, modal ventura dan
Lembaga keuangan lainnyal

bangkrut, dan/atau

. Lembaga keuangan bank, Lembagal

keuangan bukan bank, koperasi, modal

ventura dan lembaga keuangan lainnyal
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No. Kualitas Dana Keterangan

Bergulir

mengalami (force majeur)

Penilaian kualitas dana bergulir yang dikelola dengan
chanelling agency dilakukan berdasarkan kondisi sebagai

berikut :

No Kualitas Dana Keterangan

Bergulir

1 Lancar a. Umur dana bergulir sampai

dengan 1 tahun, dan/atau

b. Masih dalam tenggang waktu
jatuh tempo

2 | Kurang Lancar a. Umur dana bergulir 1 sampai

dengan 3 tahun, dan/atau

b. Penerima dana bergulir dalam
jangka waktu 1 bulan terhitung
sejak Surat Tagihan Pertamaj

belum melakukan pelunasan,

3 a. Umur dana bergulir lebih dari 3
sampai dengan 8 tahun,

dan/atau

b. Penerima dana bergulir dalam
jangka waktu 1 bulan terhitung
sejak Surat Tagihan Kedua belum

melakukan pelunasan, dan/atau

4 | Macet a. Umur dana bergulir lebih
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No Kualitas Dana Keterangan
5 Bergulir
dari 5 tahun, dan/atau
b. Penerima dana Dbergulir dalam|
jangka waktu 1 bulan terhitung
sejak Surat Tagihan Ketiga belum
melakukan pelunasan, dan/ atau
c. Penerima dana Dbergulir tidak]
diketahui keberadaannya,
dan/atau
d. Penerima dana bergulir]
mengalami kesulitan, bangkrut/
dan/ atau meninggal dunia,
dan/ atau
e. Penerima dana bergulir mengalami
musibah (force majeur)
Pencatatan dana bergulir diragukan tertagih dilakukan
berdasarkan dokumen bukti memorial Dana Bergulir
Diragukan Tertagih pada akhir periode pelaporan.
Selain ketiga metode tadi, penilaian investasi non
permanen dalam
bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi
yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan
yang nilai perolehannya di atas atau di bawah nilai
nominalnya maka premium atau diskonto yang terjadi
harus diamortisasi selama umur obligasi yvang
bersangkutan. Pada akhir periode pelaporan amortisasi
premium atau diskonto tersebut akan menambah atau
mengurangi nilai investasi dan akan menambah atau
mengurangi Pendapatan Bunga Obligasi pada periode
pelaporan.
6. Pengakuan Hasil Investasi

Pengakuan hasil investasi adalah sebagai berikut:
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a. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka

pendek, antara lain berupa bunga deposito dan bunga
obligasi, yang telah menjadi hak pemerintah diakui sebagai
piutang hasil investasi pada neraca dan pendapatan hasil
investasi pada laporan operasional. Penerimaan hasil
investasi akan diakui sebagai pengurang piutang hasil
investasi pada saat kas diterima. Hasil investasi yang
diterima tunai akan diakui sebagai pendapatan hasil

investasi pada laporan realisasi anggaran.

. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek

atau investasi jangka panjang non permanen berupa
pendapatan dividen tunai (cashdividend) diakui sebagai
piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil
investasi pada laporan operasional pada saat dividen
diumumkan dalam RUPS. Pendapatan dividen tunai
(cashdividend) tersebut diakui sebagai pengurang piutang
dividen pada neraca pada saat kas diterima. Penerimaan
dividen tunai(cashdividend) tersebut akan diakui sebagai
pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi

anggaran.

. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari

penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya
menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam
RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan
pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Hasil
investasi berupa dividen tunai akan diakui sebagai
pengurang piutang dividen pada saat kas diterima.
Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut
akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada

laporan realisasi anggaran.

. Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari

penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya
menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan
hasil investasi pada laporan operasional dan penambah
nilai investasi pemerintah pada neraca. Dividen tunai

diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi
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pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen
tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi
piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan
dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan
realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang
diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah,
sehingga tidak diakui akan diungkap dalam catatan atas

laporan keuangan.

. Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai
investasi pemerintah yang disajikan pada neraca
dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih
bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah
akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.
Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang
sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang
diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai
investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan
disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif
tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan

keuangan.

Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika
bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak
diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil.
Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian
laba terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi
rugi. Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba
akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini

diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi
negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum
untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima
investasi (investee) tersebut, maka bagian akumulasi rugi
diakui sebagai kewajiban. Pengakuan bagian laba pada
saat bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban akan
mengurangi nilai kewajiban tersebut. Hal ini diungkapkan

dalam catatan atas laporan keuangan.
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7. Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena
penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan
lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi
dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau

dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi.
Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam

laporan operasional.
8. Penyajian

Investasi jangka pendek disaji kan sebagai bagian dari Aset
Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai
bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke

dalam Investasi Non permanen dan Investasi Permanen.
9. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan
pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara

lain :
a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi.

b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non

permanecn.

c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek

maupun investasi jangka panjang.

d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab

penurunan tersebut.

e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan

penerapannya.
f. Perubahan pos investasi.

Berikut ini, ilustrasi pengungkapan investasi:

INVESTASI

Investasi sejumlah Rp.810.000.000,00 (delapan ratus

sepuluh juta rupiah) terdiri dari:

20X1 20X0
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1. Investasi Jangka Pendek Rp. 100.000.000,00 Rp. 0,00

2. Investasi Jangka Panjang Rp. 710.000.000,00 Rp. 700.000.000,-

Investasi Jangka Pendek sejumlah Rpl00.000.000,00 merupakan
deposito Pemerintah Kabupaten Dompu di Bank BNI 46 yang akan
jatuh tempo pada 30 Juni 20X2 atau 6 bulan yang akan datang.

Investasi Jangka Pendek ini dicatat berdasarkan harga perolehan.

Investasi Jangka Panjang sejumlah Rp710.000.000,00 merupakan
investasi permanen berupa penyertaan di perusahaan daerah, yang

terdiri dari:

20X1 20X0
1. PT. Bank NTB Rp. 360.000.000,00 Rp. 300.000.000,
2. PT. Askrida Rp. 350.000.000,00 Rp. 350.000.000,-

Investasi di PT. Bank NTB bertambah Rp60.000.000,00 (enam puluh
juta rupiah) karena terdapat laba di PT. Bank NTB tahun 2009 sebesar
Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan yang merupakan bagian
Pemerintah Kabupaten Dompu adalah Rp60.000.000,00. Investasi di
PT. Bank NTB dinilai berdasarkanmetode ekuitas karena kepemilikan
Pemerintah Kabupaten Dompu pada PT. Bank NTB adalah sebesar
60%. Investasi di PT Askrida tetap berjumlah Rp.350.000.000,00
meskipun terdapat !aha Tahun 2012 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah). Investasi di PT Askrida dinilai berdasarkan

metode harga perolehan karena kepemilikan Pemerintah

Kabupaten Dompu pada PT Askrida adalah sebesar 18%.
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BAB XII

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

1. Definisi

a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Termasuk dalam aset tetap pemerintah daerah atau dimanfaatkan
oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah

daerah adalah:

1) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun
dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah

lainnya, universitas, dan kontraktor.
2) Hak atas tanah.

b. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional
pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di
pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya/nilai buku. Sebagai
contoh adalah jika terdapat aset tetap yang dalam kondisi rusak dan
belum dihapus maka aset tetap tersebut disajikan sebagai Aset

Lainnya.

c. Aset Tetap-Renovasi yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan
miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan

miliknya.
2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau

fungsinya dalam aktivitas operasi entitas dengan rincian sebagai berikut:
a. Tanah
1) Tanah
Tanah meliputi Tanah Persil, Tanah Non persil dan Lapangan
b. Peralatan dan Mesin
1) Alat Besar

2) Alat Angkutan
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3) Alat Bengkel dan Alat Ukur
4) Alat Pertanian
5) Alat Kantor dan Rumah Tangga
6) Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
7) Alat Kedokteran dan Kesehatan
8) Alat Laboratorium
9) Komputer
10) Alat Eksplorasi
11) Alat Pengeboran
12) Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
13) Alat Bantu Eksplorasi
14) Alat Keselamatan Kerja
15) Alat Peraga
16) Peralatan Proses/Produksi
17) Rambu-rambu
18) Peralatan Olahraga
c. Gedung dan Bangunan
1) Bangunan Gedung
2) Monumen
3) Bangunan Menara
4) Tugu Titik Kontrol/Pasti
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1) Jalan dan Jembatan
2) Bangunan Air
3) Instalasi
4) Jaringan
e. Aset Tetap Lainnya
1) Bahan Perpustakaan

2) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
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3) Hewan

4) Biota Perairan

S5) Tanaman

6) Barang Koleksi Non Budaya

7) Aset Tetap Dalam Renovasi
f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam
proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum
selesai seluruhnya. Untuk kebijakan akuntansi Konstruksi Dalam

Pengerjaan dijelaskan dalam bab terpisah.
. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat
diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset
tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak

kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara
hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang
diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan
proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi
berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat
bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah,
misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah

atas nama pemilik sebelumnya.

Kriteria pengakuan aset tetap yaitu:

a. Berwuyjud.

b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal SKPD.

e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digun oleh SKPD.

f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos

untuk dipelihara.
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g. Harga perolehan aset tetap atau pengeluaran untuk pembelian aset
tetap tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap

yang telah ditetapkan yaitu:

Jenis Aset Tetap Batas Minimal Kapitalisasi
Tanah Tidak ada
Peralatan dan Mesin RpS500.000,00 / unit
Gedung dan Bangunan Rpl0.000.000,00 / uni

Jalan, Irigasi, dan Jaringan | Tidak ada

Aset Tetap Lainnya Tidak ada

Aset Tetap dengan harga perolehan di bawah batas minimal kapitalisasi

yang ditetapkan dicatat sebagai aset tetap ekstrakomtabel.

Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan

milik ditetapkan sebagai berikut:

a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi
dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang
menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi
tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi
atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomi, maka

dianggap sebagai Beban Operasional.

b. Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun
buku, dan memenuhi huruf a di atas, biaya renovasi dikapitalisasi
sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi
renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut

diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan

c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut di atas batas
minimal kapitalisasi, dan memenuhi syarat a dan b di atas, maka
pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi.
Apabila di bawah batas minimal kapitalisasi, biaya renovasi dianggap

sebagai Beban Operasional.
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Pengeluaran Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap

tersebut, maka tidak dapat dikapitalisasi atau dicatat sebagai aset tetap

dengan rincian antara lain sebagai berikut:

a.

Belanja Modal yang menghasilkan aset tetap yang peruntukkannya
akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat maka aset
tetap tersebut dicatat sebagai persediaan sampai dengan diserahkan

kepada pihak ketiga atau masyarakat.

Belanja Modal yang menghasilkan dokumen perencanaan (DED)
dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila Belanja Modal
tersebut telah dianggarkan keseluruhan aktivitas yang meliputi biaya
perencanaan, pengawasan, konstruksi dan penunjang namun sampai
dengan akhir tahun anggaran baru terealisasi dokumen

perencanaannya saja.

Belanja Modal yang menghasilkan aset tetap dalam pelaksanaannya,

penatausahaannya ditetapkan sebagai berikut:

a.

Pembayaran Uang Muka Pekerjaan dicatat menambah akun Uang
Muka dan pengembalian uang muka dicatat mengurangi akun Uang
Muka.

Pembayaran Termin dilakukan sebesar persentase termin dikurangi

dengan pengembalian Uang Muka.

Konstruksi Dalam Pengerjaan diakui sebesar persentase fisik yang

tertuang dalam Berita Acara Serah Terima.

Pengeluaran biaya penunjang seperti honorarium panitia pengadaan
dan panitia penerima, ATK, biaya rapat dan perjalanan dinas terkait

dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Pada saat Belanja Modal sudah selesai dilaksanakan 100% baik
kegiatan fisik maupun penunjang maka akumulasi Konstruksi Dalam
Pengerjaan atas Belanja Modal terkait direklasifikasi menjadi Aset
Tetap dan dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Milik Daerah

sebesar nilai perolehannya.

4. Pengukuran Aset Tetap

a.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset

tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan
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maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat

perolehan.

b. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi
pertukaran  dengan  bukti  pembelian aset tetap yang
mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang
dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat
diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal
dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja

dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

c. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan
atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh
suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset

tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

d. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola
meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya
tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,
perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya
lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap

tersebut.

e. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke
kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk

penggunaan yang dimaksudkan.
Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
1) Biaya persiapan tempat.

2) Biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat.
3) Biaya pemasangan.

4) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.

5) Biaya konstruksi.

f. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan

mencakup:

1) Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah,
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2) Biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak,
3) Biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan

4) Biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
Nilai tanah termasuk nilai tanaman dan bangunan yang berdiri di
atas tanah tersebut, meskipun tanaman dan bangunan tidak

akan digunakan lagi.

g. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah
pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan

mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi:
1) Harga pembelian,

2) Biaya pengangkutan,

3) Biaya instalasi, serta

4) Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan
mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap

digunakan.

h. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan
sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi Biaya Perencanaan,
Biaya Konstruksi, Biaya Pengawasan, Honorarium Pejabat/Panitia
dan Biaya Penunjang, termasuk biaya pengurusan 1MB, notaris, dan

pajak.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang DED telah dikerjakan
tahun anggaran sebelumnya maka penganggaran Belanja Modal
meliputi Biaya Konstruksi, Biaya Pengawasan, Honorarium

Pejabat/Panitia dan Biaya Penunjang.

i. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan
sampai siap pakai. Biaya ini meliputi Biaya Perencanaan, Biaya
Konstruksi, Biaya Pengawasan, Honorarium Pejabat/Panitia dan

Biaya Penunjang.

Belanja Modal jalan, irigasi, dan jaringan yang DED telah dikerjakan
tahun anggaran sebelumnya maka penganggaran Belanja Modal
meliputi Biaya Konstruksi, Biaya Pengawasan, Honorarium

Pejabat/Panitia dan Biaya Penunjang.
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J. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya
yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap
pakai. Sedangkan biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan
merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya
tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya
perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian
pula biaya permulaan dan pra-produksi serupa tidak merupakan
bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa
aset ke kondisi kerjanya. Untuk biaya perolehan suatu aset yang
dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip

yang sama seperti aset yang dibeli.

k. Apabila dalam pembelian terdapat potongan dagang dan rabat maka

setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

1. Alokasi biaya penunjang untuk pengadaan/ pembangunan aset tetap
gabungan dilakukan secara proporsional sesuai dengan nilai aset

tetap masing-masing.

5. Perolehan Aset Tetap dari Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar
nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan
sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas,
misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang
dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa
persyaratan apa pun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat
andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara

hukum, seperti adanya akta hibah.

Penerimaan hibah/ donasi dari pihak ketiga diakui saat terjadinya serah
terima barang sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah dan didukung

dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap
tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah.
Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk
pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah
dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan

seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
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Aset Tetap yang diperoleh dari donasi yang nilainya dalam bentuk mata
uang asing maka terlebih dulu dikurskan berdasarkan kurs tengah Bank

Indonesia pada saat diterima.

Aset Tetap yang merupakan pelimpahan dari Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah lain dicatat sesuai BAST sebesar Nilai Buku,
kemudian penghitungan penyusutan dan masa manfaat selanjutnya

menyesuaikan kebijakan yang berlaku di Pemda Kabupaten Dompu.

. Perolehan Aset Tetap Secara Gabungan

Jika aset tetap diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-
masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan
mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan

nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

. Perolehan Aset Tetap dari Pertukaran Aset

a. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran
sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Aset diukur
berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas
nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah

setiap kas atau setara kas yang ditransfer / diserahkan.

b. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset
yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai
wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam
pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan
tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam
transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai

tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

c. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti
adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas.
Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-
bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan
(written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh
dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran
bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila
terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka ha! ini
mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai

nilai yang sama.
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8. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi
manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas,
mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/

dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

. Penyusutan

a. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

b. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai
pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban

penyusutan dalam laporan operasional.
c. Beban penyusutan dicatat setiap triwulan.

d. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang
sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang
digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau
kemungkinan jasa (service potential yang akan mengalir ke

pemerintah

e. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau
secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi
sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang

harus dilakukan penyesuaian.

f. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus

(straight line method).

g. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap

disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Tata cara dan mekanisme penyusutan aset tetap diatur dalam peraturan

kepala daerah terpisah.

10. Pemindahtanganan Aset Tetap

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD. BMD yang
tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat

dipindahtangankan.
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Pemindahtanganan BMD dilakukan dengan cara penjualan, tukar
menukar, hibah, atau Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan tidak

memerlukan persetujuan DPRD yaitu:
a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti

sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
c. Diperuntukkan bagi pegawai negeri;
d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau

e. Dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya

dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

f. Pemindahtanganan BMD tersebut dilakukan oleh Pengelola Barang

setelah mendapat persetujuan Bupati.
11. Pemusnahan Aset Tetap

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan
BMD yang dilakukan apabila BMD tidak dapat digunakan, tidak dapat
dimanfaatkan, dan/ atau tidak dapat dipindahtangankan, atau terdapat

alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat
persetujuan Bupati. Pelaksanaan, dituangkan dalam berita acara dan

dilaporkan kepada Bupati.

Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun,
ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Tata cara dan mekanisme penghapusan diatur dalam peraturan kepala
daerah tersendiri. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau
dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, tidak
memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya

sesuai dengan nilai tercatatnya, sebelum dihapuskan.
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12. Penghapusan Aset Tetap

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang
dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa
Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang

yang berada dalam penguasaannya.

Penghapusan meliputi penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/
atau Daftar Barang Kuasa Pengguna serta penghapusan dari Daftar

BMD.

Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang
Kuasa Pengguna dilakukan dalam ha! BMD sudah tidak berada dalam

penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang
Kuasa  Pengguna dilakukan dengan menerbitkan keputusan
Penghapusan dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan

Bupati.

Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan Penghapusan dari
Pengelola Barang karena:

1) Pengalihan Status Penggunaan.

2) Pemindahtanganan.

3) Pemusnahan.

Bupati dapat mendelegasikan persetujuan Penghapusan BMD berupa
barang persediaan kepada Pengelola Barang. Pelaksanaan Penghapusan

BMD dilaporkan kepada Bupati.
13. Penilaian Awai Aset Tetap

a. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai
suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya

harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

b. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut
adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Untuk
tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan
bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan

tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti pada poin “a”.
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Penilaian kembali hanya diterapkan pada penilaian untuk periode

pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

c. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau
donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah
daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang
memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat

parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki.

d. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui
pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai
contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah
daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan
yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasl
pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh
harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut

diperoleh.

e. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya
perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat
neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah
tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas
menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan

tidak ada.
14. Penilaian Kembali Aset Tetap

a. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.
Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka
aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing

akun Aset Tetap dan akun Ekuitas.

b. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan
karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset
tetap berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan

ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

c. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai
penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset

tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran
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keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai

tercatat aset tetap dibukukan dalam Ekuitas.

15. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah
dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari
aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat
purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of
art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri

khas dari suatu aset bersejarah:

a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak
mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan

berdasarkan harga pasar;

b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara

ketat pelepasannya untuk dijual;

c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat

selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;

d. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa

kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu
yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah mungkin
mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-
tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi,
warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai
dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas
masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila

memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah
unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan
atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan,
konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam Laporan
Operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya

tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan
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aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode

berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya
kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan
bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut,
aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap
lainnya. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas
pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan
(ruins).

16. Penyajian

Aset Tetap disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset.

17. Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis

aset tetap sebagai berikut:

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat

(carrying amount).

b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang

menunjukkan:
1) Penambahan;
2) Pelepasan;
3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
4) Mutasi aset tetap lainnya.
c. Informasi penyusutan, meliputi:
1) Nilai penyusutan;
2) Metode penyusutan yang digunakan;
3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan

akhir periode.

d. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-

hal berikut harus diungkapkan:

1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap.
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€.

2) Tanggal efektif penilaian kembali.
3) Jika ada, nama penilai independen.

4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan

biaya pengganti.
5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan

aset tetap;
3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis,

kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Berikut 1ini, ilustrasi pengungkapan aset tetap di tingkatan

pemerintah daerah:

ASET TETAP

Aset tetap sejumlah Rpl.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terdiri dari:

20X1 20X0
1. Tanah Rp200.000.000,00 Rp200.000.000,00
2. Peralatan dan Mesin Rp150.000.000,00 Rpl00.000.000,00
3. Gedung dan Bangunan Rp200.000.000,00 Rp200.000.000,00
4. Jalan, Irigasi dan jaringan Rp200.000.000,00 Rp200.000.000,00
5. Aset Tetap Lainnya Rpl00.000.000,00 Rp 0,00
6. konstruksi dalam Pengerjaan Rp150.000.000,00 Rpl00.000.000,00

Tanah senilai Rp200.000.000,00 merupakan tanah yang dimiliki

pemerintah daerah, yang terdiri dari:

SKPD Jumlah

. Dinas Dikpora Rp20.000.000,00
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2. Dinas Kesehatan Rp30.000.000,00

Penilaian tanah berdasarkan harga perolehan. Status kepemilikan

adalah Hak Milik.

Peralatan dan Mesin senilai Rp150.000.000,00 merupakan peralatan dan

mesin yang dimiliki pemerintah daerah, yang terdiri dari:

NO SKPD Jumlah

1. Dinas Dikpora Rp20.000.000,00
2. Dinas Kesehatan Rp30.000.000,00

G N | 04 o FE

Penilaian Peralatan dan Mesin berdasarkan harga perolehan.

Berikut ini, contoh lain ilustrasi pengungkapan aset tetap di tingkatan
SKPD:

ASET TETAP

Aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) terdiri dari:
20X1 20X0
1. Peralatan dan Mesin Rp350.000.000,00 Rp300.000.000,00
2. Konstruksi dalam Pengerjaan Rpl50.000.000,00 Rpl100.000.000,00

Peralatan dan Mesin sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh

juta rupiah) dinilai berdasar harga perolehan, dapat dirinci sebagai

berikut:
i No. Uraian 20X0 Bertambah Berkurang 20X1
(Dalam Ribuan)
1. Alat Rp250.000,00 Rpl00.000,00 Rp50.000,00 Rp300.000,00
Angkutan
2. Alat Kantor RpS0.000,00 Rp75.000,00 Rp75.000,00 RpS0.000,00
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Alat angkutan bertambah Rpl00.000.000,00 disebabkan adanya
penambahan 1 unit mobil dinas. Alat angkutan berkurang
Rp50.000.000,00 disebabkan adanya penghapusan aset berupa 1 unit

kendaraan dinas.

Alat kantor bertambah Rp75.000.000,00 disebabkan adanya pembelian
peralatan kantor yang terdiri dari 1 unit PC dan 3 unit laptop. Dan

berkurang karena adanya penghapusan 2 unit laptop.

Konstruksi dalam Pengerjaan sejumlah RplS0.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah) dinilai berdasar harga perolehan, dapat dirinci

sebagai berikut

No.| Uraian 20X0 Bertambah | Berkurang 20XI

(Dalam Ribuan)

Dalam

Pengerjaan

1. | Konstruksi Rpl00.000,00 RpS0.000,00 | Rp0,00 RplS0.000,00

Konstruksi dalam Pengerjaan merupakan pembangunan gedung
olahraga yang belum selesai. Nilai kontrak pembangunan gedung
olahraga sebesar Rp300.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan
selama 3 tahun yang dibiayai dari APBD tahun 20X0-20X3. Uang
muka/biaya yang telah dikeluarkan adalah sebesar RplS0.000.000,00

dengan tingkat penyelesaian sebesar 50%.
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BAB XIV

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD

1. Definisi

a.

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat

diidentifikasikan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk

digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan

untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB

harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh

entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan

dengan penjelasan sebagai berikut:

1)

2)

3)

Dapat diidentifikasi artinya aset tersebut nilainya dapat
dipisahkan dari aset lainnya atau timbul dari kesepakatan yang

mengikat seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya.

Dikendalikan oleh entitas artinya sumber daya ekonomi yang
dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau
sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam
satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan

- budaya.

Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan artinya potensi
aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung
maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah,
berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi
pemerintah. Potensi tersebut dapat juga berbentuk sesuatu yang
produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional
pemerintah misalnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat,
terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang lebih efisien dan
efektif. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat diubah
menjadi kas atau setara kas atau berbentuk kemampuan untuk
mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat

penggunaan proses produksi alternatif.
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2. Ruang Lingkup

Pernyataan Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian,
dan pengungkapan aset tak berwujud dalam laporan keuangan untuk

tujuan umum.

Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam
Menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan
pemerintah daerah, laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), dan

laporan keuangan konsolidasikan.
Pernyataan Standar ini tidak mengatur:
(a) Kewenangan untuk memberikan perizinan oleh instansi pemerintah;

(b) Kewenangan untuk menarik pungutan perpajakan oleh instansi

pemerintah;

(c) Aset tak berwujud yang dimiliki untuk dijual oleh entitas dalam

rangka operasi normal (diakui sebagai persediaan);
(d) Hak pengusahaan hutan;
(e) Hak pengusahaan jalan tol,
(f) Hak pengelolaan suatu wilayah; dan

(g) Hak penambangan dan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
eksplorasi, pengembangan dan penambangan mineral, minyak, gas

alam, dan sumber daya lainnya yang tidak dapat diperbarui.
3. Masa Manfaat
Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
1) ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life)

Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur
atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada
harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor
hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek. Umur
manfaat tersebut tertuang dalam surat perjanjian perolehan ATB.
ATB dengan umur manfaat terbatas tesebut meliputi lisensi dan

franchise, hak cipta dan paten.

2) ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life)

40




Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak
mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada
entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat
yang tak terbatas, harus dilakukan reviu secara berkala untuk
melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat. ATB
yvang dikategorikan memiliki umur manfaat tak terbatas meliputi

software dan kajian yang memiliki manfaat dalam jangka panjang.

4. Klasifikasi

Aset Tak Berwujud diklasifikasikan menjadi:

a.

b.

Goodwill

Lisensi dan frenchise
Hak Cipta
HakPaten

Software

Kajian
Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
Aset Tidak Berwujud Lainnya.
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

1) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Goodwill

2) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise
3) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta

4) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten

S5) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software

6) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian

7) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Nilai Sejarah /Budaya

8) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud

lainnya

1. Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah
daerah akibat adanya pembelian kepentingan/ saham di atas

nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai
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entitas  berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi
peralihan/penjualan kepentingan/ saham dengan nilai buku

kekayaan bersih perusahaan.

. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada
pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk
menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi

perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

. Franchise merupakan perikatan dimana salah satu pihak
diberikan hak memanfaatkan dan atau .menggunakan hak dari
kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki
pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang
ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan

atau penjualan barang dan jasa.

. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak
untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau
memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut  peraturan  perundang-

undangan.

. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara
kepada inventor (penemu) atas basil invensi (temuan) di bidang
teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan
sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya

kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

. Software digunakan untuk mencatat software komputer, yang
dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti flash

disk, compact disk, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya.

. Kajian digunakan untuk mencatat suatu kajian atau
pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/ atau
sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai
aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak
memberikan manfaat ekonomis dan/ atau sosial maka tidak

dapat diakui sebagai ATB.

. Aset Tak Berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya
digunakan untuk mencatat film dokumenter, misalkan, dibuat

untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman
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peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun

nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat.

9. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan adalah pengembangan
suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang
jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran
atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan.
Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah
terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan
tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam
Pengerjaan (intangible asset-work inprogress), dan setelah
pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak

Berwujud yang bersangkutan.

10. Aset Tak Berwujud lainnya merupakan jenis aset tak
berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak

berwujud yang ada.

11. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud
yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa
manfaatnya. Amortisasi dilakukan terhadap aset tak berwujud
dengan umur manfaat terbatas yang dibatasi berdasarkan umur
atau banyaknya unit produk yang dihasilkan sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan.

5. Pengakuan

Secara umum sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika:

a.

b.

Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang
yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB

tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas;

Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Secara khusus pengakuan ATB ditetapkan sebagai berikut:

a. ATB yang diperoleh secara internal yang tidak dapat membedakan

tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan atas
aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB maka seluruh
pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut diakui sebagai

pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.
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b. ATB yang diperoleh secara internal yang dapat dibedakan menjadi
tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan atas

aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB maka:

1) Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas
penelitian/riset tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-

pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.

2) Pengeluaran-pengeluaran dalam tahap pengembangan atas
aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB diakui

apabila memenuhi kriteria:

a) Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga

dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;

b) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan

atau memanfaatkan ATB tersebut;

c¢) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan

ATB tersebut;
d) Manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa datang;

e) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya
lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan

penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut;

f) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-
pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa

pengembangan.

Untuk  menetapkan  apakah  suatu  kajian/pengembangan
menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan

datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:

a) Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari

hasil kajian/pengembangan tersebut;
b) Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;

c) Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak

lain;

d) Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.
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ATB yang dibiayai oleh instansi lain di luar pemerintah daerah maka
ATB diakui sebagai aset pihak yang memberikan dana penelitian dan

pengembangan.

Software diakui sebagai ATB adalah software yang dibangun sendiri
dengan cara dikontrakkan kepada pihak ketiga.

Software program yang dibeli tersendiri dan penggunaannya tidak
terkait dengan hardware tertentu harus dikapitalisasi sebagai ATB,
namun apabila software yang dibeli tersebut merupakan bagian
integral dari suatu hardware (tanpa software tersebut, hardware
tidak dapat dioperasikan), maka software tersebut diakui sebagai
bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai

peralatan dan mesin.

Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan
budaya/ sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat
dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh.
Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya
dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten
terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya dan
ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi,
kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas

Laporan Keuangan (CaLK).

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan diakui apabila sampai dengan
tanggal pelaporan ATB belum selesai sebesar pengeluaran yang telah
terjadi dalam rangka pengembangan tersebut dan setelah pekerjaan
selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud

yang bersangkutan.

6. Pengukuran

a.

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya
perolehan. Apabila ATB diperoleh secara gabungan, maka harus
dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan
mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan
nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya perolehan
tersebut terdiri dari harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-
pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat serta

setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam
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membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat
bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya

yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat

digunakan;

2) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut

dapat digunakan;

3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi

secara baik.

ATB yang diperoleh melalui pertukaran aset yang dimiliki entitas
dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat
aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini
mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai
nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang

dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

ATB yang diperoleh dari hasil kerja sama antar dua entitas atau lebih
disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas
yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau

peraturan yang berlaku.

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai
Wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat
andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya

secara hukum, seperti adanya naskah perjanjian hibah.

ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya
hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat
pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang
meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut
memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan
ATB tersebut telah selesai dikembangkan. Pengeluaran atas unsur
ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu
periode tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB

periode berikutnya.

ATB yang berasal dari aset bersejarah (heritage assets) tidak
diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila
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ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten

maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

7. Pengendalian

Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset, maka sumber
daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu
entitas disebut “mengendalikan aset” jika entitas memiliki kemampuan
untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset
tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh
manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan
aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari
lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini
bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin
masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan
hak tersebut.

. Manfaat Ekonomi dan Sosial Masa Depan

Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk
memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential services) di
masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas
kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah. Jasa yang melekat
pada aset dapat saja memberikan manfaat kepada pemerintah dalam
bentuk selain kas atau barang, yaitu manfaat sosial misalnya dalam
meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama
pemerintah atau peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan

pemerintah.

Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa
pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa,
penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan
dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh
dari pemanfaatan ATB. Manfaat sosial dapat berupa peningkatan
kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau
penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk

melaksanakan suatu tugas dan fungsi.

. Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan

Secara umum sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai

ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud
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setelah perolehan awal. Sebagian besar pengeluaran setelah perolehan
ATB dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang
atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan
pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi
dan kriteria pengakuan ATB sehingga sulit untuk mengatribusikan
secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB
tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas.
Namun apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat
diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran
tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Kapitalisasi
terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software computer

harus memenuhi salah satu kriteria yaitu:
a. Meningkatkan fungsi software;
b. Meningkatkan efisiensi software.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu
kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban
pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah
perolehan software yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi
semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi software dalam rangka
memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu

dikapitalisasi.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari software pada
praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk
perpanjangan ijin penggunaan/lisensi dari software atau upgrade
dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih

mendekati kepada perolehan software baru.
Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan
yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu

dikapitalisasi.

b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan

yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi

10. Amortisasi

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan

rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi
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11.

oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam
penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh
ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat

Terbatas

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa
manfaat terbatas dalam hal ini meliputi lisensi dan franchise, hak
cipta dan paten) selama masa manfaat. Umur masa manfaat tersebut
tertuang dalam surat perjanjian perolehan ATB yang bersangkutan.

Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas bernilai nihil.

b. Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tak

Terbatas

ATB dengan masa manfaat tidak terbatas dalam hal ini goodwill,
software dan hasil kajian yang memiliki manfaat dalam jangka
panjang tidak boleh diamortisasi. Nilai ATB yang tidak diamortisasi
harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB
tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak
lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat
ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka ATB tersebut

mengalami penurunan nilai.

Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam catatan atas laporan
keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat
ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses

penghapusan ATB sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus, Amortisasi setiap
periode akan diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas
akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional.
Penyesuaian akun ATB dilakukan dengan membentuk akun lawan

akumulasi amortisasi ATB.

Penurunan Nilai (Impairment)

Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat
diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset
dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang

menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera. Suatu
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12.

13.

entitas disyaratkan untuk menguji aset tak berwujud dengan masa
manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan
jumlah terpulihkah dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan
setiap tahun; atau kapan pun terdapat indikasi bahwa aset tak berwujud
mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya
penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset
tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang
diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang
menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat

dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain.

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang
diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara
memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak
berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa
mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset
tak berwujud, dengan dilampiri hasil kajian manfaat ekonomis terhadap
aset tak berwujud yang bersangkutan. Penghapusan aset baru dapat
dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu ATB melebihi dan/atau melewati
satu periode tahun anggaran, maka ATB yang belum selesai tersebut
digolongkan dan dilaporkan sebagai ATB dalam pengerjaan sampai

dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara
internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun
anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal
pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang
telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan
tanggal pelaporan harus diakui sebagai ATB dalam pengerjaan
(Intangible Asset-Work In Progress), dan setelah pekerjaan selesai

kemudian akan direklasifikasi menjadi ATB yang bersangkutan.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tak Berwujud
Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah

penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB
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14.

15.

sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian
ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi
memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari
penggunaan atau pelepasannya. Pelepasan ATB di lingkungan
pemerintah daerah disebut sebagai pemindah tanganan dengan cara
dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau dijadikan penyertaan modal

daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman,
tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang,
rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut
hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga
penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari
penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena
berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka
pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses
penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB
sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB
dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB

sebesar nilai tercatat netto.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan
dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya
transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis
diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya
dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau
keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan
dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CaLK.

Penyajian

ATB disajikan sebagai bagian dari Aset Lainnya pada Neraca.
Pengungkapan
Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

Laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut terkait

dengan ATB, antara lain:

(a) Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;

51




(b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika
masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang

digunakan atau masa manfaatnya.
(c) Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan;

(d) Metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa

manfaatnya;

(e) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir

periode;
(f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
(g) Penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;

(h) Perubahan-perubahan dan alasan perubahan terhadap periode

amortisasi atau metode amortisasi, jika ada;
(1 Keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;

() Indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan

semula, jika ada
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BAB XVII

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

1. Definisi

a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah daerah.

b. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan
pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang
bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat,
alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban
kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat
dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau

peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar

dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

d. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah utang pemerintah
kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai
pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan
(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen dan

Taperum, serta utang iuran jaminan kecelakaan kerja.

e. Utang Bunga adalah utang yang timbul karena pemerintah
mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa SPN, utang
Jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara,
utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang
lainnya. Atas utang-utang tersebut terkandung unsur biaya berupa
bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang
dimaksud. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang
commitment fee, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban
atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditor
tetapi belum ditarik oleh debitur.

f. Utang Pinjaman Jangka Pendek adalah penerimaan hutang dari

pihak lain antara lain Pemerintah Daerah Lainnya, Lembaga

Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Utang







Pinjaman melalui BLUD yang waktu pengembaliannya kurang dari

satu tahun.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang
Jjangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri
yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu

12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebesar kas yang telah diterima
tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian

barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah.

Utang Belanja adalah utang pemerintah yang timbul karena entitas
secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari
pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari.
Utang biaya ini pada umumnya terjadi karena pihak ketiga memang
melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa di muka dan
melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan
barang berupa listrik, air PAM, telepon oleh masing-masing
perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan
kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan

berikutnya.

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah utang jangka pendek yang
tidak dapat diklasifikasikan sebagai Utang PFK, Utang Bunga, Utang
Pinjaman Jangka Pendek, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang,

Pendapatan Diterima Dimuka, dan Utang Belanja.

Termasuk di dalam Utang Jangka Pendek Lainnya adalah
penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang/jasa oleh
pemerintah kepada pihak lain, utang biaya yang timbul terkait
penerimaan jasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal
penyusunan laporan keuangan, Klaim Pelayanan Jamkessos yang
sudah terverifikasi dan belum dibayarkan sampai dengan tanggal
pelaporan dan Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal

penyusunan laporan keuangan.

Utang kepada Pemerintah Pusat merupakan utang jangka panjang
yang berasal dari Pemerintah Pusat dan diharapkan akan dibayar

lebih dari dua belas bulan setelah tanggal neraca.
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Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) adalah utang jangka
panjang yang berasal dari Lembaga Keuangan Bank dan diharapkan

akan dibayar lebih dari dua belas bulan setelah tanggal neraca.

. Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) merupakan

utang jangka panjang yang berasal dari Lembaga Keuangan Bukan
Bank dan diharapkan akan dibayar lebih dari dua belas bulan

setelah tanggal neraca.

Utang kepada Masyarakat adalah pinjaman daerah yang ditawarkan
kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Utang
kepada Masyarakat dalam bentuk Obligasi Daerah dinyatakan dalam
denominasi rupiah dengan nilai nominal tertentu dan mencantumkan
besaran suku bunga yang berlaku, baik dinyatakan secara tetap
(fixed rate) atau dinyatakan secara variable (variable rate). Dalam
penerbitan surat utang obligasi daerah dimungkinkan terjadinya
premium atau diskon karena perbedaan harga par dengan harga jual

(harga pasar)

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan

Standar dengan pengertian:

e Amortisasi utang adalah alokasi sistematis dari premium atau
diskonto selama umur utang pemerintah. Aset Tertentu yang
memenuhi syarat (Qualifying Asset), selanjutnya disebut Aset
Tertentu adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama
agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan

tujuannya.

e Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus
ditanggung oleh pemerintah sehubungan dengan peminjaman

dana.
e Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.

o Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban
(present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value)
dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari

tingkat bunga efektif.

e Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu

atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut




ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan

laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
e Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.

e Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya

belum pasti. Kewajiban kontingensi adalah:

(a) kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan
keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak
terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang

tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau

(b) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi

tidak diakui karena:

(1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) bahwa
suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung

manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
(2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.
e Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

e Metode garis lurus adalah metode alokasi premium atau diskonto
dengan jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang

pemerintah.

e Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat
pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada

lembar surat utang pemerintah.

e Nilai tercatat (carrying amount) kewajiban adalah nilai buku
kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau

ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

e Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu
lebih dari 12(dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan

pembayaran bunga secara diskonto.

e Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan
utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan
pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 10 Pertambahan Nilai (PPN), iuran

Askes, Taspen, dan Taperum.




e Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban
(present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value)
karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga

efektif.

e Restrukturisasi Utang adalah kesepakatan antara kreditur dan
debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan

atau tanpa pengurangan jumlah utang.

e Sekuritas utang pemerintah adalah surat berharga berupa surat
pengakuan utang oleh pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan
mempunyai nilai jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat

diterbitkan, misalnya Surat Utang Negara 20 (SUN).

e Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang
berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan

pembayaran bunga secara diskonto.

e Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat
pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing
yang dijamin pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara

Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

e Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena
ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau

bunganya sesuai jadwal.
2. Umum

a. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah
mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam
penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya

ekonomi di masa yang akan datang.

b. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan
tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam
konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena
penggunaan sumber pendanaan pinjaman dari masyarakat,
lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga
internasional. Kewajiban pemerintah dapat juga terjadi karena
perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah,
kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan,

kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak,
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alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban

dengan pemberi jasa lainnya.

c. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai
konsekuensi 4 dari kontrak yang mengikat atau peraturan

perundang-undangan.

3. Klasifikasi Kewajiban

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika
diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban

jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama
seperti aset lancar. Kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer
pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang

akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya
bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka

panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka
panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan
diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan
jika:

(a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas)

bulan; dan

(b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban

tersebut atas dasar jangka panjang; dan

(c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian
pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali
terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan
disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek

sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang
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mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun
berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (refinancing) atau
digulirkan (roll over) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan
diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang
demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pendanaan
jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak
berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan
pendanaan  kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat
dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan
sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian
pendanaan kembali sebelum  persetujuan laporan keuangan
membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan

adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu
(covenant) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi
kewajiban jangka pendek (payable on demand) jika persyaratan tertentu
yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam
keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban

jangka panjang hanya jika:

(a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan

sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan

(b) terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya

dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Berikut adalah beberapa jenis kewajiban berdasarkan klasifikasinya
a. Kewajiban Jangka Pendek

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

2) Utang Bunga

3) Utang Pinjaman Jangka Pendek

4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

5) Pendapatan Diterima Dimuka

6) Utang Belanja
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b.

7) Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban Jangka Panjang

1) Utang kepada Pemerintah Pusat

2) Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (1KB)

3) Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

4) Utang kepada Masyarakat

4. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber

daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada

sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut

mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal dengan

ketentuan sebagai berikut:

a.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) diakui pada saat dilakukan
pemotongan oleh BUD atau bendahara pengeluaran SKPD atas
pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu. PFK antara
lain terdiri dari potongan Taspen, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran

Wajib Pegawai, Uang Jaminan dan Pajak.

Utang Bunga diakui berdasarkan akumulasi berjalannya waktu, dan

diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
Utang Pinjaman Jangka Pendek diakui pada saat Penerimaan

Pembiayaan sesuai dengan perjanjian Pinjaman yang telah disepakati

kedua belah pihak.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan
reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam
waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir

periode akuntansi.

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul
klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah
diterima pemerintah daerah dari pihak ketiga tetapi belum ada

penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

Utang Belanja diakui pada saat terdapat klaim pihak ketiga, biasanya

dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice kepada
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pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum

diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.

g. Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain Utang Jamkessos diakui
saat tagihan klaim dari pihak penyedia layanan kesehatan diterima
dan ,diverifikasi, dan Utang Transfer Bagi Hasil Pajak kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota diakui pada saat timbulnya Surat
Keputusan tentang kekurangan transfer bagi hasil pajak kepada

Kabupaten/ Kota.

h. Utang kepada Pemerintah Pusat diakui pada saat dana diterima di
Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian
pinjaman

i. Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) diakui pada saat dana
diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam
perjanjian pinjaman.

j. Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) diakui pada

saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara

khusus dalam perjanjian pinjaman

k. Utang kepada Masyarakat dalam bentuk Obligasi diakui pada saat

kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan obligasi.

. Pengukuran Kewajiban

Pengukuran kewajiban sesuai dengan klasifikasi utang

ditentukan sebagai berikut:

a. Utang PFK diukur sebesar PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD

dan belum disetorkan kepada yang pihak berkepentingan.

b. Utang Bunga diukur sebesar kewajiban bunga atau commitment fee
yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran
kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya
dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah

disepakati oleh para pihak.

c. Utang Pinjaman Jangka Pendek diukur sebesar pinjaman yang

diterima di Kas Daerah.

d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diukur sebesar jumlah yang

akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
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neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena
payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar
saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya

yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

Pendapatan Diterima Dimuka diukur sebesar bagian barang/jasa
yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai

dengan tanggal neraca.

Utang Belanja diukur sebesar biaya yang belum dibayar oleh

pemerintah sampai dengan tanggal neraca.

Utang Jangka Pendek Lainnya berupa Utang Jamkessos diukur
sebesar nilai tagihan klaim yang diajukan oleh pihak pemberi
layanan kesehatan dan telah diverifikasi oleh SKPD. Utang Transfer
Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diukur sebesar
nilai transfer yang tercantum dalam Surat Keputusan tentang

kekurangan transfer bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota.

Utang Kepada Pemerintah Pusat diukur sebesar jumlah dana yang
telah diterima oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran
pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah
yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan

dikurangi dengan pelunasan.

Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (1KB) diukur sebesar jumlah
dana yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya,
pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang
sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar

total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) diukur
sebesar jumlah dana yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah.
Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah
utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah

sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

Utang kepada Masyarakat dalam bentuk Obligasi diukur sebesar nilai
nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang

disajikan pada akun terpisah.
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Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan
untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke
aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang
(weighted average) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang

berkaitan selama periode pelaporan.
7. Restrukturisasi Utang

Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang,
debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak
saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai
tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat
tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan
dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus
diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian

pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.
Restrukturisasi dapat berupa:

(a) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk

tunggakan dengan utang baru; atau

(b) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu
mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada.

Penjadwalan utang dapat berbentuk:
1. Perubahan jadwal pembayaran,
2. Penambahan masa tenggang, atau

3. Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga

yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.

Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga
efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap
periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo.
Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang
dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan
sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang
kontinen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang
baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai

dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.
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6. Biaya-Biaya Yang Berhubungan Dengan Utang Pemerintah

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya
bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman

dana. Biaya biaya dimaksud meliputi:

(a) Bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman

jangka 39 pendek maupun jangka panjang;
(b) Commitment fee atas dana pinjaman yang belum ditarik;
(c) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,

(d) Amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman

seperti biaya konsultan, ahli hukum, dan sebagainya.

(e) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh

hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan
perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset) harus

dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.

Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan
aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi
terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman terebut tidak
dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu maka biaya
pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung
berdasarkan rata-rata tertimbang (weighted average) atas akumulasi

biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

Dalam keadaan tertentu, sulit untuk mengidentifikasikan adanya
hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu
aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak
perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila
terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek
pemerintah. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas
menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga
yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah
biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga
diperlukan pertimbangan profesional (professional judgement) untuk

menentukan hal tersebut.
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Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru

harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan
dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga
maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka
debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama
dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang
ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan

dari pos kewajiban yang berkaitan.

Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat
dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa
depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan

maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat
merupakan kontinen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu.
Sebagai contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah
tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai tingkat tertentu
dalam periode tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut maka harus
mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada akuntansi kontingensi yang
tidak diatur dalam pernyataan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk

pembayaran kas masa depan yang sering kali harus diestimasi.
. Penghapusan Utang

Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada
debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang debitur dalam

bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur
melalui penyerahan aset kas maupun non kas dengan nilai utang di

bawah nilai tercatatnya.

Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai
tercatatnya dilakukan dengan aset kas dan Jika penyelesaian suatu
utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan
dengan aset non kas maka entitas sebagai debitur harus melakukan
penilaian kembali atas aset non kas ke nilai wajarnya, maka debitur

harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan
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10.

jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan
dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos
kewajiban yang berkaitan.

Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan
jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban

tersebut yang merupakan selisih lebih antara:

(a) Nilai tercatat utang yang diselesaikan (umlah nominal dikurangi
atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya

keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
(b) Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

Penilaian kembali aset pada paragraf akan menghasilkan perbedaan
antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur
untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan

pada Catatan atas Laporan Keuangan.

- Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

Untuk Utang Dalam Negeri dalam bentuk obligasi daerah yang
diselesaikan sebelum jatuh tempo maka selisih antara harga perolehan
kembali dengan nilai bukunya harus disajikan pada Laporan
Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan

sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.

Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai buku maka
penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai
penyelesaian utang secara normal yaitu dengan menyesuaikan jumlah

kewajiban dan aset yang berhubungan.

Apabila harga perolehan kembali adalah tidak sama dengan nilai buku
maka penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah
perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada Pos
Surplus /Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.
Penyajian

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah

daerah disajikan dalam neraca disisi pasiva. Berikut adalah ilustrasi
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penyajian kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam

Neraca Pemerintah Daerah.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20XO0

(Dalam Rupiah)

Uraian Tahun20Xl | Tahun20XO
KEWAJIBAN
KEWAJIBANJANGKAPENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) XXXX XXXX
UtangBunga XXXX XXXX
Utang Pinjaman Jangka Pendek XXX XXXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang XKXXX XXXX
Pendapatan Diterima Dimuka XXX XXXX
Utang Belanja XKXXX Xxxx
Utang Jangka Pendek Lainnya XXX Xxxx
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek eyeneye Xxxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG XXXXK Xxxx
Utang Kepada Pemerintah Pusat RKXKK Xxxx
Utang kepada Lembaga Keuangan XXXX Xxxx
Bank
(LKB)
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan KXXX XxXxxX
Bank (LKBB)
Utang kepada Masyarakat XXXX XxXxXX
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang KRR Xxxx
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JUMLAH KEWAJIBAN XXXX Xxxx

11. Pengungkapan

Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar

skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada

pemakainya.

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus

disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

a.

Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang

diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.

Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis

sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya.

Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat

bunga yang berlaku.

Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum

jatuh tempo.

Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:

1) Pengurangan pinjaman.

2) Modifikasi persyaratan utang.

3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman.

4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman.

S5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman.

©6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai

dengan periode pelaporan.

Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar

umur  utang berdasarkan kreditur.
Biaya pinjaman:
1) Perlakuan biaya pinjaman.

2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang

bersangkutan.
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3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

Berikut ini ilustrasi pengungkapan kewajiban:

KEWAJIBAN

Kewajiban per 31 Desember 20Xl sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh

puluh juta rupiah) terdiri dari:
1. Kewajiban Jangka Pendek Rp30.000.000,00
2. Kewajiban Jangka Panjang Rp40.000.000,00

Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta

rupiah) terdiri dari:
1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rpl0.000.000,00
2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp20.000.000,00

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rpl0.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah) merupakan utang Pajak Penghasilan (PPh) yang belum

disetorkan. terdiri dari:
1. PPN Rp6.000.000,00
2. PPh Rp4.000.000,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp20.000.000,00 (dua
puluh juta rupiah) merupakan bagian lancar kewajiban kepada PT. Bank

NTB yang harus dilunasi pada tahun yang akan datang.
Dst....

Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta
rupiah) merupakan kewajiban kepada PT. Bank NTB sebesar
Rpl00.000.000,00 selama S tahun yang telah dilunasi sebesar
Rp40.000.000,00 dengan tingkat bunga 11%.

BUPATI DOMPU,

H. KA ELANI
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